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BAB I

FENDAHULUAN
1.1.. LA:I'AR BELAKANG

Perkembangan dttnia yang terjadi dengan begitu pesat , membawa peruba6al
pada sendi kehidupan seadi kehidupan semua bangsa dan negara. Demikian juga

halnya dengan bangsa ltr<lonesia, perkernbangan yang terladi pada akhir- akhirini
mernbawa sebuah perubahan yang begitu sigrrifikan terhadap Bangsa Indonesia. I{ai
ini dimulai dari terjadinya kisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, yang

akhirnya menvebabkan terjadinya reformasi total terhadap seluruh sistemr

penyelenggaraan pemerintahan, politik, penegakan hukum, ekonomi, dan sosral

budaya. Pada kenyatabriya, Bangsa Indonesia tidak marnpu untuk dapatdengan cepar

keluar dari kesulitan yang menyebabkan situasi turbulence dan clis-integrasi 'bangs4

sehingga mengakibatkan rnenurun dan terpuruknya kualitas seluruh sendi-sendi

kehidupan seluruh wilayah Negara Kesaruan Republik Indonesia"

Oleh karena pengalaman tersebut, maka Undang- IJndang Nonnor 32 Tahu.rr

2004 tentang Pernerintah Daerah dan {.lndang --lJndang Nornor 33 'tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Fernerintah Daerah,

mengamanatkan bahu'a titik barat pelaksanaan otonomi daerah berada pada

Pemerintah Da'erah Kabupaten I Kota, dimana Pemerintah Daerah yang bersipat

otonom berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat rnenuut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalarn ikatan Negara tr(esatua*

R.epublik Indonesia.

Pasal 120 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 20A4 fttang Pernerintahan

Daerah mentebutkan bahwa " Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas

secretariat daerah, secretariat DPRD, dinas daerah, iembaga teknis ,Caerah, kecamatan

dan kelurahan." i Dengan demikian maka Kecamatan adalah wilayah kerja Carnat

sebagai perangkat daerah.

f)epartemen Dalam N-egri, un&tng-{lndang }lI Notnor 32 Tahun 2001 rentang
Pemerintqhan f)aeruh, BP. Cipta Ja1,q , Jakafia,2004, hal. 16g

lr.

l',t
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Camat diangkat dan diberhentikanoleh Bupati/ Walikota. Dalam pelaksanaal

tugasnya Camat memperoleh pelimpahan sebagian kewenagan Walikota untuk
menangani sebagian ttrusan otonomi daeratr, sebagaimana tertuang dalam Keputusan

Walikota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun2003 Tentang pelimpahal Setragian

Kewenangan Walikota Kepada Camat, dimana salah satu pelirnpahan \r.ewenang

tersebut adalah bidang pertanahan. 2 
.

Dalam kaitannya dengan tugas camat sebagai perangkat Daerah yang

memiliki wilayah mengisyaratkan bahwa carnat adalah Kepala wilayah yang

berada dibawah dan bertanggung iawab kepada Walikota. Terkait Camat sebagai

Kepala Wilayah, perlu di pahami bahwa Kepala selain penerima pelirnpahan

wewenang dari walikota', Camat juga menyelenggarakan tugas Pemerintahan Llmum.
Salah satu unsure dari tugas pemerintahan umum tersebut adalah pembinaan,

koordinasi, pengawasan, dan pengendlian penggunaan tanah sesuai dengan kebiiakan
yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam suatu wilayah Kabupaten atau Kota, dimana kuota Notaris yang telaii
diangkat seba.gai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) belurn mencukupi sebagai

mana dengan kuota yang telah ditetapkan oleh badan Pertanahan Nasionai, maka

Camat sebagai mana KEPALA Wilayah dapat diangkat sebagai peiabatpembuat

Akta Tanah 'PPA T Sementara Tersebut adalah untuk membantu masyarakat

dipinggiran kota atau pun pedesaan yang belum ada notaries/ pejabat pernbuat Akta
Tanah, masih sangat membuthkan.

Carnat sebagai Kepala Wilayah juga bertindak sebagai pejabat pembuat Akta
tanah ( PPAT) Sementara harus dapat menciptakan tertib administrasi pertanahan rti
Kecamayan.

Eifachri Budiman dalam rnakalah peran dan Fungsi camat Dalam
Mewujudkan Tertib Pertanahan, menyetrutkan bahwa:

Dalam menyahuti bunyi pasal 126 ayat (2) Undang- Undang nomor 32 Tahr.rn

2004 entang Pemerintahan Daerah dan amanat Pasal2ayat (2) Udang-undang Nomor

.. : !,agial Organisasi dan Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi, Himpunan perqhrcw
Daerah Kota Tebing Tinggi, pemerintah Kota Tebing Tinggi, hal. 167"
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5 ahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Fokok Agraria, dinyatakan balwa
Pemerintah dalam mengatur peruntukan, penggunaan dan penguasaan tanah, harus

mence(minkan pelaksanaan catur teffb *pertanahan. Camat Selaku Kepala Wilayah
yang nota bone adalah Aparat Pemerintah jawaban dalam pelaksanaan catur tertib
pertahan yang rneliputi:

l, Tertib hukum pertanahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dalam bidang

pertanahan hrus dilandasi dengan ketentuan hukum pertanahaan. Sebagai mana

Pasal ayat ( 1) PP No. 37 Tahun 1998, bahrva Camat sebagai PPAT Sernentara

mempunyai tugas pokok melaksakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengal
rnembuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatanhukum terte tu mengenai

hak atas tanah atau hak rnilik atas safuan rurnah susun.

2. 'Iertib admiistrasi prtanahan. Camat harus menata administrasi tugas-tugs

pertanahan dengan baik dan benar. Selain itu juga Camat sebagai ppAT Smentara

sudah tidak melaksanakan tugasnya karena sebagai alas an seperti mutasi, pension

atau meninggal dunia, maka carnat atau staf pengwelola ppAT kepada

penggantinya.

3" Tertib penggunaan dan penguasaan tanah. camat sebagai Kepala wilayah
mempunyi peran yang cukup besar untuk rnengafur peruntukan dan penggunaan

tanah diwil'ayahnya sesuai denga Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten /Kota

dan terlebih lagi dengan Rencana Dtail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK).

4. Tenib Pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. Sesuai Pasal l5 Undang-undang

No. 15 Tahun 1960 bahwa memelihara, termasuk menambah kesuburan tanah

serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiaptiap orang, bad.an hukum,

atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu clengan

memperhatikan pihak ekonomi lemah 3

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pertanahan ini, hendaknya

dsadari pentingnya akta tanah sebagai sarana pembuktian dan yang akan

3 Elfachri Budiman, Makalah Perorwn dan Fungsi Camqt Dalam Mev,tgudkan1brtib
Peflahon, disampaikan pada Pemantapan Kesera gaman Aparat Kecamatan ie propinsi sumatra
Utara, Hotellnternasional,Medan, tanggal l7sld l9 juli ZAA7,hal.3
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memberikan kepastian atau kekuatan hukum suatu hak atas tanah, akta tanah ini
dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT). Kinerja Carnat

sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Sementara dalam pembuatan akta tanah

ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan

akta tanah dengan sebaik-baiknya, dengan melaksanakan pendaftaran tanah dan

pembuatan akta tanah oleh Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah (ppAT)
Semetara sesuai denagan prosedur dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat

mencapai semwr sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Masalah yang muncul adalah jika Camat yang akan diusulkan untuk meryadi

Pejabat Pernuat Akta tanah (PPAT) Sementara itu tidak mempunyi pengetahuan yang

cukup dan memadai tetang pertanahan. Meskipun Badan Pertanahan Nasional

mempuilYai kewenangan dakiam membina para Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) tersebut, namun BPN mempunyai keterbatasan-keterbatasan, sehingga

dikhawatikan akta yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta tanah (ppAT) tersebut

berprotensi cacat hukum.

Dalarn Pasal 19 Peratvuran Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah ,disebutkan bahwa ,"setiap pedanjian yang beunaksucl

memindahkan, memberi, menggadai dan meminjam us.ng dengan jaminan hah atas

tanah harus didukrikan dengan sebuah akta yang dibuat oleh dan diharJapan pejabat.,,
a Pasal ini kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Mentri Agraria No. 10 Tahun

1961 Pejabat Pembuat Akta tanah, dimana dalam Pasal I ayat (1) peraturan Mentri
Agraria ini disebutkan bahwa:

TJntuk setiap Kecamatan atau daerah yang dipersamakan dengan itu
(selanjutnya dalam Peraturan ini disebut :Kecamatan), cliangkat seorang pejabat yang

bertugas membuat akta -akta perjaujian yang dimaksudkan dalam pasatr 19 peraturan

Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah (selanjutnya dalam
Peraturan ini disebut Pejabat )i

+ Mahkamah Agung RI, Mqsalqh pertanqhan,1996. bal 73
Dirjen Agraria Departemen Dalam Negri, &rfui Tuntunan Bagi pe.jabat pembuar Ahn

Tanah,l980, hal.28
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Seiring dengan perkembangan wakiu dan kebutuhan-kebutuhan aka;r

penegasan tentang pendaftaran tanah,maka Peraturan Pemerintah No. lr3 tahun 1g6l
tetantg Pendaftaran Tanah telah diga.nd dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24

T'ahun 1997 Pendaftaran Tanah. Sedangkan Peraturan Mentri Agraria No i0 Tahun

1961 Tentang Fengaturan Pejabat Pernbuat Akta Tanah tlah diganti dengan perahrran

Pemerintah No. 37 T'ahun 1998'Ientang Peraturan Pejahat Pembuat Akta Tanah .

Dengan dikeluarkannya Perahuan Pemerintah lriomor 24 Tahun lgg? tentang
Fendaftaran Tanah dan Feraturan Pemerintah No 37'Iahun 1998 Tentang peraturalr

Fejabat Pemerintah Akta. furi, maka keraguan, kesulitan ataupun hambatal -harnbata*
mengenai pendaftaran tanah dapat dikurangi.

Dalarn Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 ini <iiatur bahwa, ..selama

dalam suatu wilayah kecamatanbelurn cukup tliangkat Pejabat pembuat Akta Tanah
(PPAT), maka Camat demi jabatannya bertindak sebagai Pejatrat pembuat Akta
Tanah (PPAT) Sernentara , dalam melakukan peralihan ha, jual beli atau ganti rugj
atas sebidang tanah didalam wilayah kerja carnat tersebut .6

Oleh karena itu, didalam menjalankan tugas sebagai PPAT Sementara . Camat
harus tetap terpiiak pada lanclasan hukum dan peraturan perundang-undang ya{tg

berlaku, dan tidak bertindak ceroboh dalam memprelajari keabsahan kepemilikag
tanah **opurr'yang dimiliki ataupunyang dihiasai seseorang, baik dalam rangka
pengajuau peruntuknn perolehan hak atas tanah maupun pengalihan hak atas ianah

dan lain-larnnya.

Pada kenyataannya ditemukau adanya heberapa akta peralihan hak atas tana}
yang diterbitkan dan dikeluarkan otreh Camat dalam kedudukannya sebagai pejabat

Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Sementara sering tidak memenuhi syarat-syarat yan1
ditentukan oleh peraturan peraturan perundang-undangan yang beriaku sebagai mana
yang ditentukan datram Peraluran Pernerintah Nomor 3? tahun 1998 tentang peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah {ppAr). sehingga peada akhirnya justru
menimbulkan permasalahan dikemudia, tmri. Bahkan ada juga trerakhir di
Pengadilan. Hal ini mungkin saja disebabkan secara nyata Camat sebagai ppA:ll

Si,t

! r:

fi:i

li
,,t:l

li

F;,rr,

$i i.

la,

l. *
l,r,

lll

!i'

ri,

u cv Eko laya,Pilih*t Peraruran di Bictang pertsrwrum ,2007,har.3"r4.
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Sementara penguasanya dalarn bidang hukum pertanahan sangat kurang. Atau .f uga

kernungkinan lain disebabkan Camat sebagai kepala r,vilayah rnemiliki Volume dan

identitas keqa yang lebih besar dibiclang tugas-tugas kewila-vaha,

pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan dibandingkan dengan tugas

dibidang pertanahan, sehingga Camat sebagai PPAT Sementara menyerahkan

sepenuhnya untuk urusan peralihan hak tanah kepada staf kecamatan yang

dipercayakan oleh Camat, Sehingga Carnat hanya tinggal mendatang akla peralihan

hak atas tanah yang telah dipersiapkan oleh staf kecamatan tersebut.

Kemungkinan lain penyebab teqadinya permasalahan dalarnpenguru$an

pertanahan melalui Camat sebagai PPAT Sementara adalah belum tersedianya suatu

structural tersendiriyang menggusuri yang mengurusi bidang pertanahan dalarn

Stnrktur Organisasi Kantor Kecamatan, sehingga urusan pertanahan unumnya rnasih

ditunnpangkan pada Seksi Pemerintahan Kantor Kecarnatan.

Berkenan Dengan uraian di atas, peneliti merasa sangat tertarik untuk

mempelajari dan mendalami keberadaan Camat sebagai PPAT Sementara clalam

pendaftaran hak atas tanah. Penelitian terhadap Camat sebagai PPAT Sementara,

akan tetapi dimaksudkan tlntuk rnemposisikan fungsi dan kewenangan Camat sebagai

PPAT Sementara tersebut seaara kontekstual dalarn yuridis norntative bidang

pertaoahan. '

Sebagal mana telah diuraikan di atas, bahwa sangat pentinganya kedudukan

Camat yang karena kedudukannya dan jabatannya bertindak sebaghai pejahat

Pernbuat Akta Tanah (PPAT) Sementara, namun pada kenyataannya banyak

menimbulkan permasalahan atau sengketa pertanahan, maka untuk meneliti dan

rnembahas secara ielas kedudukan camat yang dalam kedudukan jabatannya sebagai

Pejabat Pembuat Akra Tanah (PPAI') Sementara, maka clalarn kalya ifuniah ini akan

berjuclul,'Kedudukan camat sehagai Pejabat pembuat akta Tanah (ppAT),,.
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BAB tr
TINJAUAN PUSTAKA

2,tr. Tinjauan lJmum tentang Cannat

2.1.1. Cannat Sebagai Kepala Wilayah"

Sebgai telah diutarakan diatas, bahwa Pasal i20 Undang-Undang Nonror 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa " Perangkat Daerah

Kabupaten /Kota terdiri atas secretariat daerah, secretariat DPRD. dinas daerah

lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahar "10 Semertara itu dalam Pasal I

ayat (4) Keputusan Mentri Dalarn Negri Nomor 158 Tahun 2004 'fentang Pedoman

Organisasi Kecarnatan disebutkan bahwa,"Kecamatan adalah wilayah kerja Camat

sebagai perangkat daerah."1 
1

Dalam kedudukannya sebagai Kepaia Wilayah, Pasal2 ayat (2) Kabupaten

Mentri Dalam Negri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi

Kecamatan menyebutkan bahrn a.

Camat sebagai mana dalam ayat (tr) berkedudukan sebagai coordinator

penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya, berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Bupatii Walikata atau Walikota /Bupati

administrasi di Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah Kabupaten /

kota atai Kotamadya /Ifubupaten Administratif. 1 2

Selanjunya dalam Pasal I26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentangPemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Camat adalah penyelenggar Tugas

Umum Pemerintahan di witayahnya. Tugas umum pernerintahan yang merupakarn

tugas yang melekat / atributif pada Carnat tersebut meliputi:

a. Mengkoordinasi kan kegiatan pemberdayann masyarakat.

b.Mengkoordinasikan upaya penyelenggara&n ketentraman dan ketertiban

umtun.

l0 Departemen Dalam Negri, ctp.cit. hal 168

" Ibid. hal 369
tz lbicl,hal. r7o
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c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan.

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan pasi litas pelayananrrmum.

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat

kecamatan

f Membina penyelenggaraanpemerintahan desa dan atau kelurahan .

g Melaksanakan pelayanan rnasyarakat yang menjadi ruang lingktrp tuigasnya

dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa ataupun

keiurahan.13.

Oleh karena Carnat adalah Pemgkat Daerah, maka Camat diangkat oleh

Bupati iWalikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/I(ota dari pegarvai negri

sipil yang menguasai pengetahuan teknis perrerintahan dan memenuhi persyratan

sesuai dengan peraturan perundang- undangar. I a

Tugas dan Fungsi Camat sebagai Kepala Wilayah disebutkan dalam Pasal 3

ayat (1) keputuisan Mentri dalam Negri Nomor 158 Tahun 2004 I'entang Pedornan

Organisasi Kecamatan, sebagai berikut :

Camat mempunyai tugas dan fungsi rneiksanakan kewenangan Pemerintahan

yang <Iilimpahkhn oleh Bupati iWalikotra atau Walikcrtarndya/Bupati Administrsi di

Provinsi DKI Jakarta, sesu&i karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas

pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 1 5

Dalam Lampiran I Keputusan Mentri Dalam Negfr Nomor 158 Tahun 200,1

Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, disebut hahwa Kewenangan Pemerintahan

Yang Dilimpahkan oleh Bupati / Walikota Kepada Camat meliputi:

A. Bidang Pemerintahan :

1. Pembinaan idioiogi Negara dan Kesatuan bangsa.

'2. Pernbinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasvarakatan "

" Ibitt 
"hal. 

fia
tu lbitl ,hal. l:}
'5 lbid, hal. 373
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3. Peiaksanaan Koordinasi dan pernbinaan kesatan Poiisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masvarakat (LIMNAS) di wilayah kerjanaya.

4. Fasilitas pernbinaan kerukunan hidup beragama.

5. Perkoordinasian kegiatan UPTD/ intisari Pemerintah diwilayah kerjanya.

6. Pasilitas pemilihan Kepala Desa dan Badan Ferwakilan Desa.

7. Pelaksanaan pengambilan Sumpah I Ju*ji dan Pelantikan Kepala Desa, Pirnpinan

clan Anggota Badan Perwakilan Desa (PBD) di wilayah kerjanya.

8. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungiawaban Kepala Desa.

9. Fasilitasi penyelenggaraa$ ker_ia sama antar desa dan penyelesaian

Perselisihan antar Desa.

1 0. Fasilitas penataan Desa/Kelurahan.

i 1. Fasilitas penyusunan peraturan Desa.

1 2. Penyelenggaraan lomba /penilaian Desa,rKelurahan tingkat Kecamatan.

1 3. Pelaksanaan kegiatan adrninistrasi kependudukan.

14. Peiaksanaan interv'erintasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada

diwilayah kerjanya.

15. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta

Peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerj anya.

16. Pemberian rdkornendasi dan perijinan tertentu.

1 7. Pertimbangan pengangkatan Kepal a Kelurahan

B.Bidang Ekonomi dan Pembangunan:

t. Fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan pernbangunan diwilayah kerjanya.

2, Fasilitas pernbangunan perekonomian desa/ kelurahan

3. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkahJangkah

penanggulangan terj adinya perencanaan dan kerusakan lingkun gan.

4. Pelaksanaan ptmgutan atas pajak dan retribusi daerah diwilayah kerjanya .

5. Pembinaan dan pembangunan sefia pemantauan kegiatan penndustrian"

perdagangan ,pertambangan, kepariwisataan, perkoprasian, IJsaha kecil
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menegah,(uKM), dan golongan ekonorni lernah, peternakan, pertanian.

perkebunan, perikanan" dan kelautan.

6. Pengarvasan penyaluran dan pengambilan kredit dalarn rangka rnenujang

keberhasi lan program pro<luksi pertanran.

7 ' Pelaksanan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin 6an

dapat menggangu serta membahayakan lingkungan hidup.

8. Pengkoordinasian pel aksanaan penrnbangunan swadaya masyarakat.

C.Bidang Pendidikan dan Kesehatan :

1. Itasilitas penyelenggaraan ll'aman Kanak -Kanak dan pendidikan Dasar"

2. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda,

3. keolah Ragaan, kebudayaan, kepramukaan, serta pranan wanita .

4. Perntrinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat

5. Fasilitas penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan .

6, Penyelenggaraan Keluarga Berencana .

7. Pencegahan dan Penaggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika ,

zat adiktifdan bahan berbahaya.

Pe I aksanaan penyuluhan Pro gram waj ib belaj ar.

Pelaksanaan pelantiken pengambilan surnpah kepala sekolah Dasar, Negri

(SDN), <iad Madrasah ibtidaiyah Negri (MIN).

Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat .

Pernbinaan dan pengembangan keknagakerj aan dan perburuhan

Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Fasilitas kegiatan organisasi social/ ker"nasyarakatan dan Lembaga Srvada,va

M.asyarakat(LSM)

Pembinaan lembaga adapt dan suku tersaing

Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan penggungsi

Penanggulangan masalah social.

Bitlang Pertanahan:

Pengawasan atas tanah -tanah Negara dan asset Pemerintah Daerah di wilavah

Kerjanya.

8.

9.

D.

t.

",

3.

4
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Pembantuan lerhadap pelaksanaan pembebasan tanah rnilik dan pelepasan hak

yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembngunan, serta peralihan status

tanahdan tanah Negara rnenjadi hak milik sesuai clengan ketentuan nperatrran

perundang-undangan.

Pembantuan daiam hal penetapan perunhrkan, proses pengalihan dan perubahan

status tanah kekayaan desa serta peirgalihan tanah kekayauan desa yang dirubah

menjadi kelurahan. 16

Mengeluarkan Stuktur Organisasi Kecarnatan telah diatur dalam pasal 5

Keputusan Mentri dalam Negri Nomor 158 Tahun Tentang 2004 Tentang Pedornan

Organisasi kecamatan, yang menyebutkan bahwa:

Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

Carnat

Sekretaris Kecamatan

Seksi Pemerintahan

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi lain dalam lingkungan kecamatan yang nomenklaturnya disesuaikan

dengan spesifikasi dan karakleristik wilayah kecamatan sesuai kebutuhaa

daerah. r

Pasal 5 dan l,annpiran Ii keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 158 'l ahun

20M tentang Pedoman organisasi Kecamatan tersebut memberi peluang kepada

Pemerintah Daerah untuk rnemberi seksi-seksi lain di lungkturgan oraganisasi kantor

kecamatan sesuai dengan betran dan spesifikasi tugas dan kewenanga.n yang

dilimpahkan Bupati lWalikota kepada Camat. Dengan Dernikian Pemerintah Daerah

Kabupaten iKota akan lebih leliasa untuk rnendelagasikan sebagian kewenangan

Bupati/ Walikota kepada Camat.

ta lbid,1ta1.378
t'tbirl,hal.373

a.

b.

c.

d.

e.

l,'
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Rustam Efendi rasyid, menyebutkan bahwa Peiabat Pembuat Alrta tanah,

adalah .

1. Pejabat Umum yang diberi kewenangan membuat akta otentik mengenai

perbuatan hukurn tertentu mengenai hak atas tanah/hak milik atas satuan

rumah susun dalart rangka melaksanakan tugas pokok (Pasal 1 angka i
Peraturan Pemerintah No. 3T Tahun 19gS).

2. Pejabat Umum yang diberik wewwenang membuat akla pemindahan hak atas

tanah, pembebanana hak atas tanah dan surat kuasa membebankan hak

tangggungan (Pasal I angka 4 undang-undang No. 4 tahun 1996 dan

penjelasab urnum alrgka 7 Undang-unrlang No. 4 Tahun 1996).

3. Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat aktaa-akta ta.nah

(Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah no. 40 Tahun 1996).

4. Pejbat Umum yang dibei kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu

(Pasal I angka 24 Peraturan pernerintah No. 24 Tahun lggT).21

Lebih lanjut R.ustaor Eflbndi rasyid, rnenyebutkan bahwa jelis dan

persyaratan pengangkatan PPAT. adalah sebagai berikut :

&. PPAT Proposional, yaitu PPA'[ yang diangkat oleh Kepala Badan pertanah

nasioanal (P'asala 6 Peraturan pemerintah No. 32 rahun i99g jo. pasal 5

FMNA/KBPN No. 4 Tahun 1999), dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia.

2. Umur sekurang-kurangnya 30 tahun.

3. Berlakuan baik.

4. Belum pemah dihukum penjara

5. Sehat jasmani dan rohani.

6. Lulus pendidikan notaries atau pendidikan khusus ppAT.

'/. lulus ujian yang diselenggarakan BpN dengan rrateri ujian :

a. Hukurn Tanah Nasioanal.

b. Pendaftaran Tanah,

2i Rustam Effendi Rasyid, Pe.ndafiaran Tanah ctan pp,Al', hal.96.

,.'.]
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c. Peraturan jabatan ppAT.

d. FembuatAktappAl'.

b' Pr'AT sementara, yaitu Camat atau Kepala l-)esa yang ditunjuk sebagai pelahal

yang berwenang membuat akta oleh Kakanwil IIPN propinsi karena jabatannya

untuk melaksanakan tugas P['AT dengan membuat akta ppAT di daerah ;,ang
belunn cukup terdapat PPAT (Pasal 5 ayat (3) Peraturan Femerintah No. JT

Tahun !998 jo. Pasal 7 ayate) PMNA'/KBpN No, 4 Tahun wgq).

c. PPAT Khustt yaitu Kepala kantor pertanahan yang ditunjuk karena jairarannya

oeh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk melayani pembuatan akta FpAT
dalarn rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah pelayanan masyarakat

atau pembuatan akta tertentu bagr Negara sahabat yang se,cara khusus disebur

dalam pengangkatannya (pasal -? ayat (2) dan pasal 5 ayat (3) peraturan

Pemerintah No. 37 Tahun 1998 jo. pasal g pMN,qrKBpN no. 4 Tahun lggg).
d. PPAT pengga.nti, PPAT yang rnenjarankan tugas dan kewenangan pFAT yang

bersangkutan karena diberhentikan untuk sementara atau menjaianakan cuti atas

permohonan PPAT yang bersangkautan (Fasal 31 Feraturan Pemerintah No. 37

Tahun 1998), dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berumtu 30 tahun atau lebih dan kurangn dari 65 TAhun.

2. Lulus pendidikan Strata 1 jurusan hukum.

3. Telah menjadi pegawai ppAT yang bersangkutan sekurang-kurangnya Z

tahun.22

Dalam hal PPAT Sementararn A.P Parlindungan menyebutkan bahwa
"'IIPAT sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena iabatanya untuk
melaksanakan tugas PPAT deagan rnernbuat akta FPAT di daerah yang trelum cukqp
terdapat PPAT". 2'3 konsep tentang pejabat pembuat Alita Tanah {ppAT) tersebut,

memberikan kejelasan pada kita tentang pengertian Pejabat Fembuat Akta fanah
(ITPAT), sehingga kita mengenal beberapa Pejabat Pembuat A,kta Tanah (ppAT).

1' Ibiol.

- " +l Parlindungan, Pendaftaran \-qmh tli lntlone.sia (berda,sarkw peraturqn pewerintalr Ntt.
2-4-lcthun 1997) dilengkapi dengeot peractturare,lalnran Pembuat Aha Tanah (perahran pemerirfi*h.
.17 tahun 1998),Ma;ndarMaju, Bandung 1999,I{al. 177.
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Untuk inforrnasi atau kouta Pejabat prembuat Akta Tanah (PPAT) di suatu daerah

I(abupaten?Kota telah diatur dengan Peraturan menteri Negara Agraria/ kepala Badan

Pertanahan nasional nomor 1 Tahun 1995 tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta

Tanah.

Selanjutnya A.P. Parlindungan juga menyebutkan bahwa tugas pokok ppAT

adalah ebagai berikrrt :

Tugas pokok PPAT sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 998 tentang Peraturan pejatrat pembuat
Akta Tanah :

(1). PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagaian kegiatan pendaftaran tanah
dengan membnat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukurn
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susull, yang
akan dijaclikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaranan tanah yang
diakibatkan oleh perbuatan hukum rtu"
(2). Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud
berikut:

a. Jual-beli.tukarmenukar"

pada ayat (1) adatah sebagai

b. Hibah.
a. Pemasukan kedalam perusahanan (inbreng)
d. Pembagian hak bersama.
e. Pennberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak miiik.
f. Peberianhaktanggungan.
g. Pemberian kuasa rnembetra.nkan hak tanggungan. 2a

Kutipari tersebut perbuatan hukurn atas sebidang tanah. Namun dalam

pernbuatan akta. peralihan hak, PPAT juga dibebankan untuk melakukan pemeriksaan

dengan seksama atas pajak balik nama atau lebih dikenal dengan Biaya Feralihan hak

atas Tanah dan Bangunan (BPH'|B) dan bea Perolehan Hak atas 'Ianah. PPAT'

dilarang rnembuat dan menandatangani akta peralihan hak atas tanah jika wajib pajak

belum melunasi kewajiban pajaknya

Sedangkan kewenangan PPAT itu sendiri. A.P. P arlindungan menyebutkan

bahwa kewenangan PPAT dalam mernbuat akta adalah sebagai berikut .

Kewenangan PPAT sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Feraturan Pejabat Pembuat
AIl1a Tanh :

2^ Ibid, hal. t8o
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fr.

al

a2

b

: Jumalah sertifikat nono proyek rata-rata dalam 3 tahun.

:3 untuk kabupaten/ kota diluar DKI Jakarta.

: 1/1000:0,001.

: angka pembulatan.26

Dalam hal belum terpenuhi kebutuhan PPAT dalam suatu daerah ke{a, A.r}.

Parlindungan menyebutkan bahwa :

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah no. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

Pejabat pembuat Akta Tanah :

(3). Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan al*a PPAT di daerah yang
belum cuirup terdapat PPAT atau untuk melayani golonan rnasyaral<at
tertentu dalam pembuatan akla PPAT tertentu, menteri dapat rnenunjuk
pejabat-pejabat dibawah ini sebagai PPAT Sementara arau PPAT khusus :

a. camat atau Kepala Desa untuk melayani pebuatan akta di daerah yang
belum cukup terdapat PPAT sebagai PPAT Sementara.2T

Pasal 5 ayat (3) Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat

pembuat Akta Tanah diatas mengisyaratkan bahwa jika suatu wilakayah belurn

terpenuhi formasi PPAT dapat ditunjuk Camat sebagai PPAT Sementara, bahkan jika

suatu desa juga sangat jauh dari PPAT vang terdapat di Kota maupun Kecarnatan,

rnaka Kepala Disa dapat ditunjuk sebagai PPAT Sernentara.

Wilayah atau daerah kerja PPAT adalah wilayah kerja kantor htPN diman

PPA'f berkedudukan, sedangkann PPAT Sementara wilayah atau daerah kerjanya

mengikuti wilayah keda jabatan yang dipimpinnya. tr{al ini sejalan dengan Rustarn

Efendi Rasyid yang menyebutkan bahwa :

1. Daerah kerja FPAT : adalah satu wilayah kerja Kantor Badan Pertanahan
nasionan kabupatenKota.

2. PPAT Sementara dan PP,AT Khusus : meliputi wilayah kerjanya sebagai
Pejabat Pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya yaitu Kecarnatan
untuk PPAT Sementara 1'ang ditunjuk dari Carnat dan kabupatenrKota
untuk PPA'| Khusus. :s

'u lbirl, har. 216.

" Ibid,hai.l84.
28 Rustam Efendi rasyid, op.cit. hallA0.
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Selanjutrrya dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.3'7'fahun
199ti Tentang Peraturan Jabatan Peiabat pernbuat Akta Tanah disebutkan hahwa

Fonnasi PPAT ditetapkan oleh Menteri".2e Dan dalam ayat {2) disebutkan pgla

bahwa, " apabila formasi PPAT untuk suatu daeerah kerja PPAT sudah terpenuhi,

maka Menteri menetapakan wilayah tersebut tertutup untuk pengangkatan PPAT"'.'r0

Bagai Carnatyang belurn diambil sumpahnya oleh Kepala kantor perlanatmn

kabupaten/Kota, dilarang melaksanskan tlrgas-tugasnya sebagi Pejabat Fernbuat Akta

Tanah (PPAT) Sementara, hat ini sesuai dengan bunyi Pasal 18 ayat (1) Peraiuran

Pernerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan jabatan Pejahat Pernbuat Akta

Tanh yang rnenyebutkan bahwa, " PPA'I atau ppA'f semeutara yang roelurn

meogucapakan sumapah jabatannya sebagai PPAT". 3 I

Apatrila seor&ng Carnat diberhentikan dari jabatannya, maka ex aflicio jaga

Camat tersebut berhenti dari jabatannya sebagai pejabat Pembu,at Akta T'Anah

(PPAT) Sem,entara" F{al ini secara nyata teffuaflg daiam Pasl 8 ayat (2) Feratgrap

Pernerintah No. 37 Tahun 1998 Tengan Peraturan jahatan Pejaba Pembuat A-kta Tanh

yang berbunyi : " PPAT Sementara dan PPAT' khusus berhenti melakssanakan tugas

PPAT apabiia tidak lagi mememgangn jabatan sebagaimana dimaksud d.laua pasai 5

ayat (3) huruf a dan b, atau diberhentikan oleh rnenteri."32

Dalarn kiitandengan pemberhentian Camat sebagai Pejabat Pernbua.t Akta

Tanah (PPAT) sernentara iniA. P. Farlindungan 
-i 
uga menyebutkan bahwa:

Atas bunyi Pasal 8 ayat ( 2)Peraturan Pemerintah Nomor 37 T'ahun igg8
Tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat A-lcta Tanah tersebut merupakan
ketegasan dari PPAT Sementara dan PPAT Khusus vang tidak rnungkin
melanjutkan tugas-tugasnya kalau rnereka di pindahkan utau diberhentikan
sebagai pejabat didaerah itu baik sebagai Camat atau Kepala Ilesa dan
demikian pula PPA'I Khusus itu dipindahkan kelain jabatan ataupurl pension
sebagai pegawai negn Sipil.33

'n C\' Eko Java, op.c.it, Hal i77
'" Ibid, hal 379
3t lbitl, har.3i9.
'2 rbid, hal.i?S.
3o A.P. parlincl"lngan, ap, cit hal
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Dalamhal uang atau jasa honorarium, sebagai mana layaknya Notaris sebagai

Pejabat Penmbuat Aiita Tanah (PPAT), maiia Camat Sebagai Pejabat Pernbuat Akta

Tanah (PPAT) Sernentara maka pungutan atas uang jasa atau honorium tidak boleh

melebihi dari 1o/o dari harga trasaksi harga yang tercantum daiam akta, dan r-rang jasa

atau uang honorium ini merupakan penghasilan pribadi Carnat sebagai seorarg

Irembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara, Notans sebagai Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) dan Camat sebagai Pembuat Akta TAnah (PPAT') Sementara wajitr

melayani orang yang tidak rnamp(mikin) tanpa memungut uang jasa atau honoriu.m.

Hal ini secara nyata tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2i Feraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang

lrerbunyi:

(1) Uang jasa (honorium) PPAT dan PPAT Sernentara, termasuk uang
jasa (honoriurn) saksi tidak boleh melebihi 1 % (satu perseo ) dari
harga transaksi yang tercantum didalam akta.

{2) PPatdan PPAT Sementara wajib memberikan jasa tanpa memungut
biaya kepada seseorang yang tidak mampu .,

Selanjutnya terkait dengan permasalan dalam penelitian ini, maka kata

harnbatan dapat diartikan dengan " halangan; rintangan ; tantangan ; kelernahan; atau

kesulitan;" 35 
,

Sedangkan kata rnerninimalisir berasal dari kata minimal, yang artin]'a

"sedikit kecil .36" Jhon M. Echols dan l{asan Shady menyebutkan bakhwa,,, minimal

adalah paling kecil atau paling rendah ."37 Dengan demikian maka dapatlah

didefenisikan bahwa meminimalisir adalah suatu proses atau upaya ,rnernperkecil

sesuatu keadaan.

" C\u. Eko Jayu op cit.hal.],}4
" W.J,S. Poerwadarmita, Katnus {Jmuru Bahastr htcloneiet, cet XK PT. Gramedia Jakarta,

1996, hal. 331

'u tbid,hal.593
-" Jhon M. Echols clan Hassan Shadly, Kamus Inggris Indonesia, cet XX, pT. Gramedia Jakarla,

Jakarta. hal.38t.
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2.2. Tats, cara pendaftaran dan pelaksanaan Hak Atas Tanah.

2.2.1" Pendaftaran Hak Atas Tanah.

Seiring dengan berjalannya waktu, peranan tanah bagi pemenuhan berbagai

keperluan akan meningkat, yakni digunakan untuk perumahan, pendirian tempat

ibadah, untuk kegiatan usaha dan bahkan matipun manusia tetap sangat memerlukarr

tanah,. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan

berupa jarninan kepastian hak dibidang pertanahan Untuk menghindari tian

menghadapi kasus *kasus kongkret diperlukan iuga terselenggaranya pendaftaran

tanah yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah yang dikuasainya dan

bagi pihak yang berkepentingan. Pendaftaran tanahrnerupakan salah satu strategi

untuk mernperkecil atau mengurngi kasus persengkeiaan tanah.

Dalam ruang lingkup agraria,tanah merupakan bagian dari bumi,. Tanah.vang

dirraksud disini bukan mengatur tanah dalarn segala aspeknya , melainkan hanya

mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanatr dalam pengertian yuridis yang disebut hak.

Dengan demikian tanah adalah" Perrnukaan bumim yang dalam permukaannva

rneliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya cian sebagian {ari rlrang

yang ada diatasnya"38

Hal ini sejalan dengan pendapat urip santoso yang menyebutkan bahwa"

tanah dalam perigertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanaLl

adalah hak atas sebagiantertentu perrnukaan bumi, yang bebatas, berdimensi {ua

dengan ukuran panjang dan lebar."le

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 199? tentang

Pengadruan Tanah disebutkan bahwa," Bidang tanah adalah bagian permukaan bunri

yang merupakan satuan bidang yang terbatas,'a{r

Kata pendaftaran berasal Dari kata " Daftar " yang artinya catatan atau tulisan

, sedangkan kata pendatlaran itu sendiri berarti " pencatatan; perbuatan lnencatatkan

atau mendaftarkan.'ai

'* Rustarn Effendi Rasyid. op cit.hal I

ll u.ip Santoso, flukum agiariandan Hak -hak Atas Tanah, Kencana Jakarr4 2005, hal l0s CV.Eko laya op cir,hal.. 177
"' W,J S. Poerwadarmita, opcit. hat 177.
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A. P. Parlindungan rnenyebutkan bahwa," Pendaftaran berassal dari

kataCadastre ( Bahasa Belanda Kadaster), suatu istilah teknis untuk suatu record

(rekaman ) terhadap suatu biclang tanah." a:

" Pada pendaftaran suatu alas hak, Negara menyediakan suatu rekaman urnum

(Puhlic recordl dari pada alas hak, dimana seorang akan berpegang pa.dany6."'1't

Selanjutnya secara umum pendaftaran tanal'l merupakan kegiatan yang dilakukan oleh

pemilili tanah kepada instansi terkait terhadap tanah yang dikuasai oleh seseorilng.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 fahun i 997 tentang Pendaftaran Tanah

,dalam pasali ayat (i), menyatakanbahwa:

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
Secara terus -menerus , berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan.
Pengolahan ,pemtrukaan ,dan penyjian serta perneliharaan data pisik dan data
yuridis , dalam bentuk peta dallar, mengenai bidang tanah dan satuan-satuan
rumah susun,termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang -hidang
tanah yang sudah ada haknya dan hak nrilik atas satuanrumah susun serta Jrak-
hak tertentu yang membebanirrya .40

Selanj utnya, Saj uti Thalib rnengemukakan bahwa :

Dari kegiatan pendaftaran tanah ii yang dikenal dengan istilah kadaster hak
merupakan peta dan daftar mengenai bidang tanah yang dapat menguraikan
keadaan hukum bidang- bidang tanah tersebut berupa luasnya - lokasinya .

subjek haknya, riwayat pemilik tanah perbuatan hukumnya serta perubahan-
perubahan batas akibat perbuatan hukum atas tanah tersebut.+'

Sedanlkan Bactiar Efendi, pengertian kegiata pendaftaran tanah, sebagai

berikut:

kegiatan pendaftaran tanah adalah kewajiban yang harus dilaksakan oleh
pemerintah secara terus menerus dalam rangka menginvestasikan data *data
berkenan dengan hak -hak atas tanah menurut U{.IPA Peraturan Pernerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.a6

Beberapa defenisi tentang pendattaran tanah di atas dapat disimpulkan

Bahrva:

ii n P Parlindingan. o1t cit, hal.IB
o' lhid. hal. l9
''t lhid, hal.275
a5 

Saiuti Thalib, Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minang Kabau, Bina aksara,
Jakarta, hal.19

a6 Bactiar Efendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan Alumni, banctrung,
1993hal 25

m

ii:;i,l
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Pendaftaran tanah diawali dengan rnendaftarkan hak-hak atas tanah untuk

Pertama kali dan selanjutnya harus dipelihara.

Pendaftaran tanah juga meliputi terjadinya mutasi hak tanah,.

Pendaftaran tanah tersebut meliputi pengumpulan, pen golahan pernbuk uan

dan penyajian serta premeliharaan data fisik dan data luri<iis sebidang

tanah.

Dengan demikian , maka pendaftaran tanah itu dirnaksudkan untuk mencatat

kan identitas tanah yang telah dikuasai atau dikelola seseorang atau suatu badan

dengan hak tertentu pada Kantor Pertahanan.

Adapun tujuan dari pedaaftaran tanah, sebagai mana yang tertuang dalam Pasal

3 Feraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ter*ang

Pendaftaran "lianah, menyebutkan bahwa:

a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukm kepada
Pemegang hak atas suatu bidang tanah , satuan rumah susun dan hak *
haklain yang terdaltar agar dengan mudah <lapat membuklikan dirinya
sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak - piliak yang berkepentingan
terrnasuk Pemeritah agar dengan rnudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang -bidang
tanah dan satuan-satuan rumah susunyang sudah terdaftar.

c. Untuk terselenggaranya tertitr administrasi pertanahan"aT

Chadijah Dalimunte mengemukakan bahwa ; Untuk menjamin kepasrian

hukum, hak -hak atas tanah harus didaftarkan. Pendaftaran tanah berfungsi untuk

melindungi si pemilik disamping itu pendaftaran tanah juga berfungsi untuli

mengetahui status bidang tanah, siapa pemiliknya ,apa haknya, berpa luasnya,untuk

apa diergunakan dan sebagai mana , dengan kata lain pendaftaran tanah bersilal lan<l

infomaticion dan geo grafi s infomaticion system. 
a8

*' CV Eko )aya . op cir.hal27B.
*" Chadijah Dalimunte,pelaksqnaan Landrefrom di Indonesia &nr Permasalahann_ya,

Universitas Sumatra Utara medan, edisi revisi, 2005, hal 28i

b

c

l. j
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Adapun yang rnenjadi objek dari pedaft.aran tanah, sebagai ffian& yat (1.1

hruuf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bitertriang daiarn Pasal

9 Peraturan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran I'anah" yaitu:

(1) Objek pendaftarantanah meliputi .

&. Bidang *bidang yang dipunlai dengan hak milik ,hak guna usaha , hak
guna bangunan,dan hak pakai

b. 'Ianah hak pengeiolaan ;

c. Tanah wakat;
d. Hak milik atas satuan rumah susun;
e. Flaktanggungan;
f. Tanah Negara;

(2) Dalarn hal tanah negara sebagai objek pendaftaran sebagai mana riirnak
su<i pada ayat (1) huruf f,, pendaftaran dilakukan dengan bidang tanah yang

merupan tanah nagara dalam daftar tanah.ae

Disisi lain , Bachtiar Effendi menyatakan bahwa pendattaran hak atas tanah

adalah:

Kewa3iban yang harus dilaksakan oleh sipernegang hak yang bersangkutan
dan dilaksanakan terusmenerus setiap peralihan hak atas tanah tersebut dalarn
rangka mengivestasikan data -4ata berkenan dengan peralihan hak -irak atas
tanah menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomar 24 Tahun 1997
tentang Pefldaftaran Tanah g1nanya untuk rnendapatkan sertifikat ianrJa
bukti hak atas tanah yang kuat .5

Adapun hak -hak atas tanah telah diatur dalam pasal rd ayat (r) Un<iang -
tJndang Nomor 5 T'ahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok *Pokok Agraria ,

yang berbunyi:

1. Hak *hak atas tanah sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 4 ayar(l),
ialah:

a. Hak milik
b. Hak guna usaha
c. llak guna bangunan
d. Hak pakai
e. Hak sewa
f. Hak memtruka tanah
g. Hak memungut hasil hutan

'n CV. Eko Jaya, opt.it. hal 281
'" Bachtiar Effendi. lu'. cil
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Pelaksaan pendaftaran tanah di indonesia , Fada awalnya mengacu kepada

Peraturan Pernerintah Nomor 10 tahun 1961, yang kemudian disempumakan dengarr

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 lentang Pendaftaran Tanah " Kedua.

Peraturan Femerintatr tersebut dikeluarkan sebagai petunjuk pelaksana Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -*Pokok Agraria.

Pasal 19 ayat(2A Undang -Undang Nomor 5 tahun 19960 tentang Peraturan

Dasar Pokok -*Pokok Agraria, menyebutkan bahwa:

Pendaftaran tersebut dalam ayat (t) pasal ini meliputi:

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuantanah

b. Pendaftaran hak -hak atas tanah dan peralihan hak- hak tersebut '

c. Femberian surat -surat tanda bukti hak, yang berlakti sebagai alat yang

kuat .i8

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, setiap orang atau pun badan /iembaga

harus mengikuti aturan -aturan permainan yang telah digariskan dalam peratnran

perundang -undangan. Pasal i 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendallaran Tanah menyebutkan bahwa, "' Pelaksanaan Fendaftaran tanah rneiiputi

kegiatan pendltaran tanah untuk perlarna kali dan perneliharaan data pendaftaran
- --50tanah ." --

selanjuinya pasal i9 (2) IJndang -undang nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok -'Pokok Agraria dan Fasal 1 ayrt (9) Peraturan pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa ,"
Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang

dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau perturan

Pemerintah ini.6o

Sedangkan kegiatan -kegiatan atau pun tahap -tahapan yang harus dilalui

daim pendaftaran tanah untuk pertama kali disebutkan dalam pasal llayat {l\
Peraturan Femerintah Nomor 24Tahun igg7tentang Pendattaran Tanah . yaitu:

ll U;p Santoso, op.cir,hal 161

" Cv, Eko Java op cit, 282
"" Ihid, hal.z16
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( 1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk petama kali meliputi:
a. Pengumpulan dan pengelolaan data pisik;
b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;

c. Penerbitan sertifikat "

d. Penyajian ,Jata fisik ian datayuridis;
e. Penyimpanan daftar urnumdan dokumen;5l

Untuk selanjutnya pihak pelaksana pendaftaran tanah adalah Kantor

Pertanahan Kabupaten ./ kota. Dalam melaksanakan tugas pendaftaran ta:tah tersebut

Kantor Pertanahan melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis dalarn rangka

kegiatan pendftaran tanah untuk pertama kali melalui cara sisitematik maupun oara

spordik, yang dibantu oleh Panitia Ajudikasi.

Yang dimaksud dengan data fisik adalah " keterangan mengenai letak , batas darr luas

bidang tanah dan satuan rumah susrul yang didaftar , termasuk keteranagan mengenai

a<lanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya." 62

Yang dimaksud dengan data yundis adalah " keterangan mengenai statu;

hukum bidang tanah dan satuan rurnah susun yang dida{tar, pemegang haknya dan

hak pihak lain serta beban *beban lairr yang membebaninya.o'

Yang dimaksud dengan pendaltaran tanah secara sistematik adalah "kegialan

pendaftaran tanah Suntuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi

semia objek p"hdaftaran tanah yang belundidaftarakan dalam wilayah atau bagian

suatu desa /atau kelurahan ."61

Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadic adalah "Kegiatan pendaf'taran

tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beherapa objek pendaftaran tanah dalarn

wilayah atau bagian wilayah satu desa ikelurahan secara individuai atau missal.6i

Panitia ajudikasi adalah " panitia rnelaksanakan kegiatan dalam rangka proses

pendaftaran tanah untuk pertarna kali , meliputi pengumpulan dan penetapan

6' Ibict,hal.2B2
o'Ib*!,har282
u' Ibid. ha1.2i6
o' Ibid.
u'Ibid.
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kebenaren data fisik dan data yuridis mengenai satu atau kberapa objek pendaftaran

tanah untuk keperluan pendaftaran .66

Kemudian pasal layat (12) peraturan peinerintah Nomor 24 Tahun 1 1997
tentang Pendaftran tanah disebutkan bahwa ," Pemeliharaan data pendaftaran
tanah adalah kegiatan pendaftaran , tanah untuk menyesuakan data fisik dan
data yuridis dalarn peta pendaftaran , daftar tanah, daftar nama, surat ukur ,
buku tanah dail sertifikat dengan perubahan-perubalun yang terjadi kemudian
.>fil

Sedangkan kegiatan -kegiatan ataupun tahaptahapan yang harus dilalui

dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah disebut dalam psal 12 ayat (2)

Peraturan Pemeriutah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaffaran Tanah, yaitu:

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :

a. Pendaftaran peralihan dan pernbebanan hak;

b. Pendaftaran perubahan dan pendaftaran tanah lainnya; 68

Sedangkm dalam kegiatan pemeliharaan daa pendaftaran tailah, kfiususnya

data yuridis yang disebabkan karena perbuatan hukum pemindahan hak, Kantor

Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah SPAT).

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan terlihat pada saat

tejadinya peralihan hak atas tanah. Hal ini sejalan dengnn bunyi pasal 37 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan

bahwa: '

(1) Pemeliharaan hak atas taoah dan hak milik atas satuan rumatr
$xiun melalui jual beli, tukar menukar , hibah , pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum pernindahan hak linnya, kecuali
pemindahan hak melalui lelang hanya didaftarkan jika dibuktikan dengan
akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan
perundang -undangan yang berlaku.

(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh
Mentri , Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak
atas sebidang tailah hak milik, yang dilakukan antara program warga
Negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh
PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar

6lbid.
61 lbid,har.zzz
ur lbid, hal. 282
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kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang
trersangkutan .6e

Pada saat terjadi peralihan hak atas tanah , pembuatan akta harus dihaduri

olehpara pihak dan disaksikan oleh sekurang *kurangnya 2(dua) orang saksi , hal ini

sesuai dengan bunyi Pasal 38 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24'Iahun 1997

terilang Pendaftaran Tanah , yang berbunyi ; Pembuatan akta sebagaimana

dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan

hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang -kurangnya 2(dua) orang

saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum

itu .70

Dalarn melaksakan tugasnya, rnasing-masing mempunyi kedudukan yang

mandiri, badan kedudukan sebagai pembantu dalam arti saling mernbawahi secara

hirakhi/ stuktual. hal ini dikarenakan pelaksanaan tugas masing-masing telah diatur

secara jelas dalam peraturan perundang -undangan yang berlaku .

Dalarn garis besamya, tatacara permohonandan pemberian hak atas tanah

berlangsung sebagai berikut:

A. Permohonan niengajukan permohonan tertulis kepada Mentri
Melalui kepala Kantor Pertanahan yang daerah ke{anya meliputi letak
tanah yang bersangkutan
Permohonan hak sebagai mana yang dimohonkan di atas, memuat:
1. Keterangan mengenai pemohon :

a. Apabila perorangan, nama, umur, kewarganegaraan ,tempat
tinggal dan pekerjaan serta keterangan mengenai istriisuami dan
anaknya yang rnasih menjadi tanggungannya 

"

b. Apabila badan hukurn; nama, tempat kedudukan , akta atau
peraturan pendirinya, tanggal dan ilomor surat keputusan
pengesahan oleh pejabat yang berwenang tentang penuniukannya
sebagai badan hukum yang dapat memperoleh hak milik
berdaskan ketentuan peraturan perundang undangan yang
berlaku.

(3) Keterangan mengenai tanah yang meliputi data yuridis dan data
Data fisik;

o' Ibid, har 297

'o lbitl. har 297
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a. Dasar penguasaan atau haknya dapat berupa sertifikat, surat
kapling , surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan
rumah dan atau tanah yang telah diberi dari pemerintatq putusan
pengadilan, akta PPAT, aka pelepasan hak dan surat-surat bul<ti
perolehan tanah lainnya.

b. Letak, batas-batas dan luasnya,
pertanian ), rencana pembangunan
atau tanah negara)

jenis tanah (pertanian lnon
tanah,stafus tanah (tanah hak

c. Data -data pendukung lainnya.

B. Setelah berkas pemohon diterima, Kepala Kantor Petanahan
Meneliti kelengkapan :

Data yuridis, data fisik , mencatat dalam formulir isian , memberitahukan
kepada kepala pemohon untuk rnembayar biaya yang diperlukan dalarn
rangka penyelesaian permohonan ntersebut dengan rinciannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang *undangan yang berlaku.

C. Kepala Kantor Pertanahan meneliti kebenaran data yuridis dan data
fisik permohonan atas tanah dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut
dapat atau tidaknya dikabulkan atau proses lebih lanjut sesuai dengan
ketentuan nperaturan perundang -undangan yang berlaku.

D. Dalarn hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurannya, kepala
Kantor pertanahan memerintahkan kepada kepala seksi pengukurail .

E. Keputusan pemberian hak atau keputusan penolakan disampaikan
Kepada pemohon melalui surat tercatat atau dengan cara yang lain dan
menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak .

F. Surat keputusan pemberian hak dijadikan buki untuk keperluan
Pendaftaran hak atas tanah

C Kantor pertanahan mengeluarkan sertifikat hak atas tanah dan
menyerahkan kepada pemegang hak 7r

Dengan rnemahami teori dan konsep yang telah diurikan diatas, maka

dapatlah dipahani bahwa Pejabat Pernttrat Akta Tanah (PPAT'), apakah itu Notaris

sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) , Camat sebagai Pembuat Akta Tanah

(PPAT) sernentara, maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Khusus, dalam

pendaftaran tanah. hanya berkedudukan sebagai pejabat yang membuat sebuah akta

peralihan hak atas tanah yang merupakan bagian dari pendaftaran tanah. Atau dengan

kata lain tejadinya peralihan hak atas tanah baru dapat diproses oleh Kantor

7r Idawati Harahap, Kajiem Huhm ltlerugenui Atqt Buhi Kelrcruilikan I'qnsh Milik Atlat Dqlqm
Pendaftaran Tlmqh di kotu Padang Sidempuan, Tesis PPs MKn I"ISU, Medan 2003, hal 39
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BAB TTI

PEMBAHASAN

KHDUDUI({N CAMAT SI,BAGAI pe.jnbat pemhuat akta Tanah (ppAT]

3.1. CAMAT SEBAGAI KIPALA WILAYATI

Sebagai mana telah diunaikan pada Bab I , bahwa pasal i20 Undang -Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang llemerintahan f)aerah menyebgtkan t>ahwa ,.

Perangkat Daerah Kabupaten ikota terdiri atas secretariat daerah, secretariat DPRD,
dinas daerah, kecamatan, dan kehuahan.T2Dengau demikian Kecamatan adalah

wilayah Kerja Camat sebagai perangkat claerah.

Dalarn kedudukannva sebagai Kepala Wilayah, Fasal, 2 ayat (2) Kepgtusan

Mentri Dalam Negri Nomor 158 Tahun 2A04 Tentang Pedaman Organisasi

Kecamatan menyebutkan bahwa: Camat sebagaimana dirnaksudkan dalanl avat (l)
berkeddudukan sebagai coordinator penyelenggaraan pernerintah rCi wilayah ke{anya,
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupatii walikota *tau
WalikotarnadyalBupati administrsi di propinsi DKI Jakarta melalui Seketaris Daerah

kabupaten /kota atau Kotamadya rKabupaten Administratif.i3

Selanjutnya dalarn Pasal 126 ayat (3) tJndang *Undang Nomor 32 Talun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebut bahwa Carnat adalah penyelenggara^an

Tugas Umum Pernerintahan di wilayahnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, khusus dilingkungan Pemerintah kota Tebing

Tinggi, camat sebagai Perangkat Daerah pemerintah Kota Tebing Tinggi
mempererleh pelimpahan setragai wewenang dari Walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah sebagai mana tertuang dalam Keputusan Walikota Tebing
Tinggi nomor 01. Tahun 2003 Tentang Pelirnpahn Sebagian I(ewenangan Walikota
Kepada Camat, yaifu:

L Bidang llemerintahan, yang rneliputi:

;?; r* Iava. op cit. tnt.372
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b.

c.

d.

Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah

Kelurahan.

Memelihara ketentraman dan ketertiban ulnum.

Mengambil langkah -langkah kebrjakan yang dianggap perlu demi

tegaknya Pefiuran Daerah dan berjalannya roda Pemerintah di

Kecamatan.

Melaksanakan evaluasi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan

tugas Lurah untuk diteruskan kepada walikota melalui Sekretaris

Daerah.

Menerbitkan rekomendasi terhadap penerbitan izin yang dikeluarkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tebing Tinggi .

Meneliti dan melegalisir Surat Keterangan Ahli waris yang diterbitkan

oleh Lurah .

Pengawasan terhadap tanah milik Daearh

Mengkoordinasikan, membina imembenahi administrasi dalam upaya

pengikatan intensifikasi PBB diwilayah kerjanya .

Pengadilan, pengawasan dan pelaksanaan pembuatan serta

penandatanganan kartu Tanda Penduduk da Kartu Keluarga .

ienyelenggaraan dan pengawasan mutasi rnutandis penduduk.

Peiaksanaan pembuatan Bank Data kependudukan .

Pelaksanaan penyebaran informasi tentang Adninistrsi Kependudukan

Catatan Sipil.

Panda tanganan Keputusan Pengangkatan, Pemberhentian Kepara

Lingkungan di kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Melantik pejabat stuktual dilingkungan kecamatan dan Kelurahan atas

nama Walikota kecuali Kepala kelurahan.

Pemberian rekomendasi dan pengawasan pengelolaan galian ..C',.

Pengkoordinasian, pengawasan dan pelaksanaan kegiatan perntrebasan

tanah dan izin lokasi.

o

h.

m.

J.

k.

l.

o.

p.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



34

sesuai keputusan walikota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 20ai rentang
Pelimpahan Sebagaian kewenangan Walikota kepada Camat sebagaimana tersebut

diatas, maka carnat sebagiKepala wirayah juga melaksanakan tugas -tugas yang

bersifbt" tampung tanlra " atau lazim juga disebut dengan ^vrig1e bestuur,,,vaitn
tugas -tugas lain yarrg tidak menjadi tugas organisasi lainnya ataupun belum
terbentuk organisasi pengelolaannya. Hal seperti yang dinyatakan oleh bapak

Muhammad Dimiyathi, s. sos, M. Tp (camat Rambutan ) yang menyebutkan bahwa:

Selain rnelaksanakan tugas -tugas sebagairnana telah diatur dalam suatu

peraturan perundang - undangan sebagai implentasi itz&s -avas desentralisasi,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (mccle bewind), karni .iuga
melaksanakan tugas -tugas yang sifatnya tanipung tantra atauvri;je besstuur"

Pelaksanaan tugas tampung tantra ini memang selalu te4adi dilapangan

sebagai suatu dari masyarakat. Karni selaku Kepala rvilayah dan juga

rnelaksanakan tugas -tugas kepangmongan harus menyahuli funtutan

masyarakat tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan perturan perundang

-undangan yang beriaku . Contoh tugas tarnpung tantra yang baru saja karni
laksanakan adatah pemilihan beberapa Kepala kepala lingkungan secara

langsung oleh masyarakat. Kalau pemilihan Kepala Daerah ataupun Kepala
Desa tedh ada peraturannya dan adalembaga bertanggung jawab

melaksanakannya. Sedangkan Pemilihan Kepala Lingkungan yang saat lni
dituntut masyarakat melalui pernilihan langsung maka sebagai upaya

pembelajaran demokasi lokal rnaka atas izin kepala daerah kami y311g

mencoba melaksanakannya . Dari 58 lingkungan yang ada di Kecamatan ada

54 lingkungan vang yelah dilakukan pemilihan Kepala Lingkungan secara

langsung , sedangkan 4 lingkungan lainnya masyakat setempat hanya

membuat dukungan terhadap satu orang yang merupakan calon tunggal.7i

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah terlihat bahwa kedudukan dan tugas

Camat sebaagai kepala Wilayah begitu luas dan kompleks, Camat sebagai Kepala

" Muhammad tlimiyathi, comat Rctmburan ,wawancara tanggal 2g April 2007
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Wilayah harus rnampu melaksanakan tugas yang menyentr.rh seluruh sendi --sendi

pelayanan masyarakat, baik itu pelayanan yang bersifat pelayanan langsung maupun

pelayanan yang bersifat pelayanan tak lansung pelayanan langsung maupun

pelayanan tak lansung ini meliputi pelayanan bidang pemerintahan , pembangunan ,

dan kemasyrakatan.

Dangan demikian maka dalam kaitan dengan tugas Camat sebagai Kepala

Wilayah ini, perlu dipahami bahwa ada 3(tiga) hal utama yang rnenjadi tanggung

jawab Camat yaitu, pembinaan rvilayah (tenitorial) kecamatan , penyelenggaraan

pernerintahan, (termasuk didalarnnya regulasi serta kebtjakan local dan penrerintah

atasan ), coordinator pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat .

Melihat luas dan kompleksnya tugas yang dibebankan kepacla Camat sebagai

kepala Wilayah, maka untuk menduduki jabatan Camat tersebut dibutukan seseorans

yang memiliki latar belakang pendidikan yang mernadai (minimal sarjana) yang

memiliki wawasan yangb luas dan komprehensip, supel, berwibawa, dan

berdedikasi.Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 126 ayat (4) yang menyebutkan

bahwa" Camat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/ Watikota

atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota clan pegawai neggi sipil yang menfllasai

pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyratan sesuai pengetahuan

teknis pemerintaian dan rnemenuhi persyratan sesuai dengan peraturan perundang -
undangan.T6

Camat dalam kedudukannya sebagai Kepala Wilayah ex officro sebagai

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sernentara . Namun dernikian, Camat sebagai

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara tidak serta merta dapat

melaksanakan tugas -tugas PPAI, akan tetapi Camat sebagai Pejabat pembuat Alola

Tanah (PPAT) Sementra secara resmi harus diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Propinsi rnelalui Satu Surat Keputusan . dan selanjutnya

atas nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional propinsi, kantor

Kepala Pertanahan Kabupaten i Kota melantik dan Sumpah Camat Kepala Kantor
Wilayah Nasional Propinsi. Setelah dilakukan pelantikan dan pengarnbilan sumpah

'o CV.Eko Jaya, 0p cit, bal110

t:,'rili:'
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barulah Carnat dapat menjalankan tugasnya Kepala kantor Wilayah Badan pertanahan

nasional Propinsi.

Llntuk menjarnin kepastian hukum sebidang tanah , maka tanah tersehut harus

didaftarkan pada kantor Pertanahan. Pengaturan tentang pendaftaran tanah rjan pllAT
sejak awal kenrerdekaan tepatnya sejak muiai rJiberlakukannya Undang *IJndang

Pokok Agraria, secara Normatif Pemerintah telah banyak mengeluarkanperaturan -
peraturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah dan ppAT.

Adapun peraturan normatif yang pernah berlaku dan masih berlaku tentang
pengaturan pendaftaran tanah dan P?AT adalah Undang -Unclang Nomor 5 f,ahun

1950 tentang Peraturan Dasar Pokok --Pokok Agraria, Peraturan pemerintah Nomor
10 Tahun 1961 tentang Pendailaran Tanah , Peraturan Mentri Agraria nomor l0
'fahun 196i tentang Pengaturan pejabat pemlruat Al.ta Tanah, peraturan mentri
Dalarn Negri Nomor 14 tahun 1975 tentang Fendaftaran hak Tanah Kepurryaan

Bersama dan Pemilikan Bagian - Bagian Yang ada Diatasnya serta Fenerbittari

Ser-tifikatnya.

seiring dengan perkembangan u,aktu, maka segala peraturan *peraturan

yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah PPAT terebut kecuali Undang -Undang
Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok ,{graria telah dirubah

dan disempurnakin dengan peraturan Pemerintah nomor 24 tahw 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, Peraturan Mentri Negara Agraria / Kepaia badan pertanahan

Nasional Nonror 3 Tahun 1997 tentang Ketenfuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah

Nomor 24 'Iahun 1997 tentang Penclaftaran J'anah, dan peraturan pemerintah

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan.Iabatan Pejabat Pembuat ALla Tagah ,

Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketenyuan Felaksanan Peraturan Pemerintah Nmr:r 37

Tahun 1998 tentang Peraturan pejabat pembuat Akta tanah.

Dalarn hal pengaturan pendaftaran tanah dan PPAT ini secara nyata teiah di
tuangkan dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Lln<iang -undang Nornor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar pokok -pokok Agraria yang berbunyi.

:
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(1) Untuk menjarnin kepastiaa hukum oleh Pemerintah diadakan

pendaftaran tanah seluruh w'ilayah Repubiik Indonesia melnuat

ketentuan *ketentuan yang diatur Dengan Peraturan perrerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalarn ayat (1) pasar ini 
'reliputi 

:

a. Pengukuran perpetaan dan pemtrukuan tanah

b" Pendaftaran hak-hak tanah dan perarihan hak-hak tersebut

c. Pemberian surat -surat tanda bukli hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.77

Memenuhi ketentuan pasal lg ayat (1) Undang - Llndang Nomor 5 l-ahun

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok -Pokok Atgraria. maka pada tahul 1g61

pemerintah telah mengeluarkan P. eraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

Tentang pendaftaran Tanah.

Dalarn Feraturan Pemerintah Nomor 10 tahun l96i Tentang pendaftarn

Tanah ini telah diatur tentang peralihan hak atas tanah yang hanrs dibuktikan dengan

akta peralihan vang dibuat oleh pejabat yang benvenag. Hal ini termuat dalam pasal

19 Peraturan Pernerintah Nomor i0 tahun 1961 Tentang Pendaftaran 'fanah yang

berbunyi:

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan
!

s€suatu yang baru atas tana.[ menggadaikan tanah atau memiljanr uaug

dengan hak atas tanah sebagai mana tanggungan, harus dibuktikan dengan

suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh rnentn

Agraria (selanjunya dalarn Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat) Akta
tersebut berrtuknya ditetapkan oleh Mentri Agraria. 78

Untuk menyahuti pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor i0 Tahin i96l
Tentang Pendaftaran Tanah maka Mentri Agraria mengeluarkan Perafuran L{entri
Agraria Nornor 10 Tahun 1961 Tentang Pengaturan Pejabat Pembuat Akla Tanah,

" CV Eko iaya. op.cit.hal 13

'o Mochtar Hasan , op.cit l19
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Dalam pasal I ayat (1) Peraturan Mentri Agraria Nomor 10 Tahun 1961
'fentang Pengaturan Pejabat Pembuat Akta Tanah disebutkan bahrva: Untgk seriap

kecamatan atau daerah yang dipersamakan dengan itu (selanjutnya dalarn peratr-uran

ini disebut " kecarnatan ), diangkat seorang pelabat yang bertugas mambuat akta p-

akta pedanjian yang dimaksudkan daiam pasal t9 peraturan pemerintah No 10 tahun

1961 tentang pendaftaran tanah (selanjutnya dalam Feraturan rni disebut rcjabat) ''e

Selaniutn.va dalaln pasa.l 3 Peraturan tnentri Agraria no. l0 Tahun lglil
Tentang Pengatiran Pejabat Fembuat Akta Tanah disebutkan bahwa:

(l)Yang dapat diangkat sebagai pejabat adalah .

a. Notaris

b Pegawai *pegawai dan bekas pegawai dalarn lurgkungan lJeparrernen

Agraria yang dianggap m€mpunyai pengetahuan yang cukup tentang

peraturan *peraturan tentang pendaftran tanah danperaturan *peraturan Iain

yang bersangkutan dengan persoalan peralihanhak atas tanah

c Para pegawai pamong raja yang pemah meiakukan tugas seorang pejabar

d Orang --oarang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh rnenrri

Agraria

(2) Pennohonan utntuk diangkat rnenjadi pejabat disampaikan kepada Mentri

Agraria, d"ngun Perantaraan Jawatan pendaftaranTanah.s0

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturau Mentri Agraria Nomor t0 tahun lg6i
tentang Pengaturan Pejabat pembuat Akta Tanah disebutkan pula bahwa:

(1) Selama untuk sesuatu kecamatan belum diangkat seorang pejabat, rnalca Asisten

Wedana / Kepala kecamatan atau yang setingkat dengan(selanfutnya daiam

peraturan ini rlisebut Asisten Wedana / Kepala Kecamatan) Karena .iabatanya

rnenjadi jabatan sementara dari kecamatan itu.

i.2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini Lrerlaku pula dalam hal pejabat yang diangkat

mempun-vai daerah ke{a yang meliputi lebih dari saru kecmatan.

'e Dir;end Agraria Departemen Dalam Negri , op.cit, hal 2g
ou lbid. hal.29.
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(3). Jika untuk kecamatan yang dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini

diangkat seorang pejabat, rnka asisten wedanaiKepaia Keeaman yang

bersangkutan tetap menjadi penlabat, sampai ia berhenti menjadi kepala dari

Kecamtan itu. 81

Dalam hal peralihan hak atas tanah, khususnya hak atas tanh rrilik bersarna,

maka juga harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang lrerwenang.

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 14 Tahun 1975 tentang Pendaftaran

Hak Tanah Kepunyaan Bersama l)an Pemilikan Bagian-bagian yang ada diatasnya

serla penerbitan sertifikatnya, menyebutkan bahwa :

Setiap perbuatan hukum seperti yang dimaksud dalanr pasal 19 Peraturan

Pemerintah No. 10 Tahun 1961 mengenai hak tas tanah kepunyaan bersama

yang sudah diterbitkan sertifikatnya, harus dibuktikan suatu akta l7ang dibuat

dan dihadapan pejabat seperti yang dirnaksud dalam peraturan menteri Agrarra

No.5 Tahun 1 961.82

Hal-hal pokok terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

i997 tentang Pendaflaran Tanh Peraturan Pemerintah Nomor 37 I'ahun I998 tentang

Peraturan jabatan pembuat Akta Tanah tela diuraikan dalam Bab I pada sub tsab

Kerangka'Ieori dan konsepsi.

Dengan mencennati seluruh peraturan yang pernah diberlakukan tentang

Pendataran Tanah dan Pejabat Pembut Akta Tanah (PPAT) sebagaimana telah

diuraikan diatas, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya Pejabat Pembuat akta

Tanah (PPAT) telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakaukan peralihan

hak atas tanah ini Pejabat Pembuat al'1a Tanah (PPAT), apakah itu Notaris sebagai

Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT') maupun Camat sebagi Pejabat Pernbuat akta

Tanah (PPA'I') Sementara memegang peranan penting strategis.

" Ibid, hal. io.

82 Mochatr hasan, op.cit, hai. 182.
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Dari sejak diberlakukannya. Feraturan Pernerintah Nomor l0 l'ahun tg6l
Tantang Pendaftaran Tanah san:pai dengan sekarang ini diberlakukannya peraturan

Penrerintah Nomor 24 Tanhu 1997 Tentang Penclaftaran Tanah dan peraturan

pendukung lainnva, terlihat bahwa keberadaaan Carnat sebagi pejabat pembuat akta
Tanah (PPAT) Sementara memailg diakui dan sah menurut peraturan yang berlaku"

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa keberadaan Camat sebagai Fejabat
Pembuat akta Tanah (PPAT) Sementara telah merniliki dasar hukum yang kuat.

Perbedaan i/ang sangat mendasarkan dalam kedudukan camat sebagai pelabat

Pembuat akta Tanah (PPAT) Sementara a<lalah pada formasi Pejabat Fembuat akta
Tanah (PP,z\T). Jika pada peraturan-peraturan terdahulu, Camat se6agai kepala
Wilayah secara ex. Ofllcio dapat langsung melaksanakan tugas-tugas pelabat

Pembuat akta Tanah (pp,{T), dimana pelantikan seseorang menjadi camar juga

secara otomatis telah dilantik meryadi menjadi Pejabat Pernbuat akta fanah (ppAT)
sementara. tanpa memperhatikan formasi pejabat pembuat akta T,anah (ppAl.) yang

telah ada didaerah tersebut, aka.n tetapi dengan diberlakukannya Feraturan
Pemerintah Nomor 37 TAhun i998 tentang Peraturan Jabatan pejabat Fernbuat akta
T'anah (PPAT) yang berlaku saat ini, maka seorang Carnat yang baru dilantik tidak
serta merta dapat melaksanakan tugas-tugas Pejabat Pembuat akta Tanah (IlpAT)
seorang Carnat biru dapat diangkat oleh Badan Pertanahan Nasional menjadi peiabat

Pembuat akla Tanah (PPA'[) Sementara ila kecamatan yang dipimpin Camat tersebut

berada jauh dan perkotaan dan jauh dari Notaris sebagai Pejabat Fembuat akta Tanah

(PPAT) sefca daerah tersebut masih belun terpenuhi formasi Pejabat pernbuat akta

Tanah (PPAI') yang sudah ada.

Kenyataaan diatas juga dinyatakan oleh Camat Rambutan dan Camat pacing

Hulu yang menyebutkan bahwa :

Kalau camat-camat pendahulu kami, yaitu Carnat sekitar tahun 1970-an sampai 1gg0-

an, begitu mereka dilantik menjad Camat, mal<a itu ar-tinya mereka juga dilantik

menia<li Pejahat Pernbuat akta Tanah (ppAT). waktu itu camat

Pembuat akta I'anah (PPAT) "C", artinya Carnat itu hanya dapat

Pembuat akta fanah (PPAT) untuk wilayah kecarnatannya sendiri.

seagai Pejabat

meniadi Pe.jabat
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Beda dengan kami sekarang, begitu kami dilntik meniadi camat tidak serta merta
rnenjadi Pejabat Pernbuat akta Tanah (PPAT'). akan tetapi kami rnengajqkan
permohonan kepada Kepala Kantor wilayahbpn Propinsi. Setelah menunggu lebih
kurang 5 bulan barulah karni terima Kepr^ttusan kepala Kantor wilayah Badag
Pertanahan Nasional Propinsi tentang pengangkatan kami menjadi pejahat pembuat

akta T'anah (PPAT) Sementara, setelah Keputusan tersebut kami terima barulah karni
dilantik dan diarnbil sumpah oleh kepala Kantor Pertanahan Kota. Terhitung sejak

tanggal pelntikan dan pengambilan sumpah itulah barulah kami dapat melaksanakan

tugas-tugas PPA'I.83

I{anya saja yang menjadi pennasalahan kantor Pertanahan sela}u kurang

mengindahkan tentang fbrmasi Pejabat Pembuat aka Tanah (ppAT) di ,Jaerah

kerjanva. Jik rnemang suatu daerah yang iuas dan masih terdapat kecamatan 5,ang
terpencil atau pun jauh dari ibu kota kabupaten atau pun aerah Kota yang masitr
dirasakan sangat kurang atau fbrmasi Pejabat Pemtruat akta Tanah (ppAT) belum
terpenuhi, maka sangat wajar dan logis jika Kantor pertanahan mengangkat Camat
sebagi Pejabat Pernbruat akta Tanah (PPAT) Sementara, akan tetapi untuk k6ta-kota
yang telah terpenuhi formasi Peiabat Pembuat akla Tanah (ppAT) nya. maka
selayaknya fantor Pertanahan secara tegas menyatakan bahwa daerah kerianya

dinyatakan tertutttp rurtuk pengangkatan Pejabat Pembuat akta 'fanah (ppATi
Sementara, rvalaupun Camat sebagai kepala wilayah secara ex officig sebagai pejabat

Pembuat akta Tanah (PPAT) di wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Carnat

tersebut.

Keeradaan aturan-aturan normative yang ada sa.aat ini, dalam hirarki
perundang-unangan, dirakan bahwa Peraturan Pemerintah yang berlaku unutk
Pendallaran Tanah dan Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT) rnasih terlalu ren,jah

mengingat semakin kompleks permasalah pertanahan yang dihadapi. Oleh karena itu
sudah selayaknya jika pen:erintah meningkatkan hirarki peraturan-peraturan

83 Muhammad Dimiyathi dan Bambang Sudaryono, Ctrmat rambutan dsn ('amat padang ilulu
Kota i'ebing tingg4 wawancara tanggal 26 April2()Oi .

:i'1'l.'
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mengenai Pendaftaran a.nah dan Pejabat Pernbr-lat akta Tanah (PPAT) menjadi selruatr

Undang-undang.
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BAB V

KESTh{PUI,AN

Berkenaan uraian-uraian diatas, maka diperotreh kesirnpulan sebagai berikut :

Kedudukan Camat sebagai Feiatrat Pernbuat akta Tanah (PPAT) Sementara

sangat strategis. Oleh karena itu keberadaan Canrat sebagai Pejabat Fernbuat akta

Tanah (PPAT) Sementara rnasih sangat dibutuhkan, khususnya bagr daerah-daerah

yang belum terpenuhinya formasi Notaris sebagai Pejabat Pernbuat akta Tanah

(PPAT), terutama untuk kecamatan terpencil yang .jauh dari jangkauan Notaris

sebaga.i Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT). Camt sebagai Kepaia Wila,vah seeara

ex fficio dapat diangkat mergadi Pe.fabat Pembuat akta Tanah GPAT) Semenrara,

akan tetapi pengangkatan Camat sebagai Pejabat Pembuat akta T'auah (ppAT)
Sernentara harus ditetapkan dengan Keputuan Kepala kantor Wilayah Bacian

Pertanahan Nasional Propinsi, selanjutnya diiantik dan diangkat surnpahnl,a oleir

kepala kantor Pertanahan kabupatnfi(cta. Setelah dilantik dan diambil sumpahnya

barulah Carnat sebagai Pejabat Pe,mbuat akta Tanah {PPAT) Sementara daoat

melaksanakan tugas-tugas PPAT.
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